DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abidin, A.Z. Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Kedua. Jakarta: Granit,
2004.

Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: Alumni, 1987.

Ashshofa, Burhan. Metode Peneltian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Barama, Michael. Tindak Pidana Khusus. Manado: Unsrat Press, 2015.

Clarkson, C.M.V, dan H.M. Keating. Criminal Law. Kelima. London: Sweet &
Maxwell, 2003.

Garner, Bryan A. Black Law Dictionary. Ninth Edit. USA: West Thomson Reuter.

Hamel, Van. Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht. ’s-
Gravenhage: De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante, 1913.

Hiariej, Eddy O.S. Anotasi KUHP Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2025.

. Pengantar Hukum Pidana Internasional. 1 ed. Jakarta: Erlangga, 2009.

——— Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional.
Depok: Rajawali Pers, 2024.

Jowitt, Earl, dan Clifford Walsh. Jowitt’s Dictionary of English Law. Kedua.
London: Sweet & Maxwell Ltd, 1977.

Low, Peter W. Criminal Law. Pertama. St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 20009.

——— “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana.”

Yogyakarta, 1955.

75



Muladi, dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi
ketiga. Yogyakarta: Kencana, 2015.
Mulyana, Asep N. Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum Terhadap

Kejahatan Korporasi. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.

. Rekonstruksi Paradigma Pemidanaan Terhadap Kejahatan Korporasi &
Bisnis. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Priyatno, Dwidja. Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP
di Indonesia. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan
Non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Rapley, Tim, dan Gethin Rees. Collecting Documents as Data. Uwe Flick. London:
SAGE Publications, 2018.

Reksodiputro, Mardjono. Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus
dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi. Bandung: Binacipta, 1982.

Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2003.

Saleh, Roeslan. Tentang Tindak Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana. Jakarta:
BPHN, 1984.

Sjahdeini, Sutan Remy. Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-

Beluknya. Depok: Kencana, 2017.

76



Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Pengantar Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998.

Subekti, dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Sudarto. Hukum Pidana 1 Edisi Revisi. 5 ed. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Suprapto. Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan
Nasional. Jakarta: Widjaja, 1963.

Vos, H.B. Leerboek Van Nederlands Strafrecht. Ketiga. H.D. Tjeenk Willink &
Zoon N.V.-Haarlem, 1950.

Jurnal

Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid. “Transformasi
Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara
KUHP Lama dan KUHP Baru.” Jurnal Reformasi Hukum 29 (2025).
https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169.

Nurdipa, Ilhan, dan Anita Zulfiani. “Penerapan Doktrin Identifikasi dalam
Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana
Korupsi.” Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana 2 (2025).
https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.779.

Pakpahan, Hatarto, dan Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando.
“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Cyber Pornografi.” Jurnal
Cakrawala Hukum 12 (2021).

Setiawan, Eko, dan Ifrani Ifrani. “Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda

77



Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan
Hidup.” Badamai Law Journal 4, no. 1 (2019): 49.
https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.8287.

Wibisana, Andri G., Michael G. Faure, dan Raisya Majory. “Error in personam:
Confusion in Indonesia’s environmental corporate criminal liability.”
Criminal Law Forum, 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10609-
021-09412-6.

Y, Saefudin. “Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of
Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code.” Jurnal Dinamika
Hukum, 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3526.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Udang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Straftrecht.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

78



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XX11/2024.

79



